KASUBAGIABID
kePma BPKAD S
KABAG HUUH
ASISTEN
SEKDA

§ WABYP

BUPATI POHUWATO -
PROVINSI GORONTALO

ARV M TR S

PERATURAN BUPATI POHUWATO
NOMOR 2) TAHUN 2014

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI POHUWATO NOMOR 44 TAHUN
2013 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN 2014

BUPATI POHUWATO,

Menimbang : a. bahwa untuk penyempurnaan besaran tambahan
penghasilan bagi PNS, maka perlu dilakukan
penyempurnaan kembali besaran tambahan
penghasilan PNS tahun 2014;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Pohuwato tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Nomor 44 Tahun 2013 tentang Pemberian
Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil
Tahun 2014;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1984 tentang Pokok-
Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1984 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 3041) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun
1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3890);
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2013 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI
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PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN 2014

BUPATI POHUWATO,

bahwa untuk penyempurnaan besaran tambahan
penghasilan bagi PNS, maka perlu dilakukan
penyempurnaan kembali besaran tambahan
penghasilan PNS tahun 2014;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Pohuwato tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Nomor 44 Tahun 2013 tentang Pemberian
Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil
Tahun 2014;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1984 tentang Pokok-
Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1984 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 3041) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun
1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3890);



Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 258, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten
Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 26 Tahun 2003, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4269);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4389);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4027);



Memperhatikan

Menetapkan

10.

11.

12.

13.

14.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada
pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Kepala  Daerah Kepada  DPRD dan Informasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4693);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman  Pengelolaan Keuangan  Daerah
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 08 Tahun
2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2007
Nomor 93, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Pohuwato Nomor 82);

Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 11 Tahun
2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten
Pohuwato Tahun 2013 Nomor 156);

: Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1

Tahun 2013 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian

Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 44 TAHUN 2013 TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI
NEGERI SIPIL TAHUN 2014.



Pasal I

Ketentuan pada lampiran III Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2013
tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Tahun

2014, diubah sebagaimana dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II
Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2014;
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan

ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pohuwato;

di Marisa

pada tanggal 26 Agusbus 2014
RUPATI POHUWATO,

SYARI(E/MBUINGA

Diundangkan di Marisa
pada tanggal 2¢ Agustus 2014
SEKRETARIS DAERAH

, . IP.MM
NIP. 196406201992031004

BERITA DAERAH DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2014 NOMOR !



LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI POHUWATO

NOMOR : 2! TAHUN 2014
TANGGAL : b Acustue 2014
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 44

TAHUN 2013 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN
PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN
2014

S. TARIF TAMBAHAN PENGHASILAN PNS BERDASARKAN KONDISI KERJA

REWARD
NO JENIS JABATAN TERTINGGI KET
1. | PENATA ANASTESI PADA RSUD Rp 1.600.000.-

&SYARI 7 MBUINGA



